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3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3886); 

4. Undang-Undang   Nomor   13   Tahun   2003   tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun  2003  Nomor  39, Tambahan  Lembaran  Negara 

Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang 

nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

5. Undang-Undang   Nomor   11   Tahun   2009   tentang 

Kesejahteraan   Sosial   (Lembaran   Negara   Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4967); 

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun  2009  Nomor  96, Tambahan  Lembaran  

Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang 

Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 

2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

7. Undang-Undang   Nomor   52   Tahun   2009   tentang 

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan 

Keluarga (Lembaran   Negara   Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5080); 

8. Undang-Undang   Nomor   23   Tahun   2014   tentang 

Pemerintahan    Daerah    (Lembaran    Negara    Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
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Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 6856); 

9. Undang-Undang Nomor   14   Tahun   2019   tentang 

Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6397); 

 

10. Undang-Undang Nomor   9   Tahun   2023   tentang 

Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran   Negara   Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6865); 

11. Undang-Undang Nomor   17   Tahun   2023   tentang 

Kesehatan (Lembaran   Negara   Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6887); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang 

Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial 

Lanjut Usia (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  

Tahun  2004 Nomor  144,  Tambahan  Lembaran  Negara  

Republik Indonesia Nomor 4451); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran  Negara  

Republik  Indonesia  Tahun  2012 Nomor  68,  Tambahan  

Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5294); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6952); 

15. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang 

Strategi Nasional Kelanjutusiaan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 221); 

16. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 79 Tahun 2014 

tentang penyelenggaraan pelayanan geriatri di Rumah 

Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 1752); 
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17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

192); 

18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan 

Kemudahan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1148); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 

tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga 

Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 569); 

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 

tentang pusat kesehatan masyarakat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335); 

21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1007) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri 

Sosial Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 550); 

 

Dengan Pesetujuan Bersama 

 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

PROVINSI SUMATERA SELATAN 

dan 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN 

KESEJAHTERAAN LANJUT USIA. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Pengertian, Definisi dan Singkatan 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan. 

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan. 
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3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan. 

5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi 

Sumatera Selatan. 

6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah 

Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. 

7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam Wilayah 

Provinsi Sumatera Selatan.  

8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera 

Selatan. 

 

10. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 

60 (Enam Puluh) Tahun atau lebih. 

11. Kesejahteraan  Lanjut Usia adalah  suatu  tatanan  

kehidupan  dan penghidupan sosial baik material 

maupun spiritual  yang   diliputi   oleh   rasa    

keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin 

yang memungkinkan para lanjut usia memenuhi 

kebutuhan jasmani,  rohani, dan sosial yang sebaik-

baiknya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 

12. Lanjut Usia Potensial   adalah   Lanjut Usia  yang   masih   

mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang 

dapat menghasilkan barang dan/atau jasa. 

13. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah Lanjut Usia  yang 

tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya 

bergantung pada bantuan orang lain. 

14. Lanjut Usia terlantar adalah Kondisi Lanjut Usia yang 

tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, 

tidak terawat dan tidak terurus. 

15. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat 

yang terdiri dari suami-istri,atau suami-istri dan 

anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya 

beserta kakek dan/atau nenek. 

16. Bantuan sosial adalah bantuan yang diberikan dalam 

bentuk uang/barang dari pemerintah Daerah kepada 

individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang 

sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif serta 
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memiliki kejelasan penggunaannya yang bertujuan untuk 

melindungi dari kemungkinan terjadi resiko sosial. 

17. Perlindungan sosial adalah upaya Pemerintah Provinsi 

dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan 

pelayanan bagi Lanjut Usia tidak potensial agar dapat 

mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar. 

18. Kesehatan adalah keadaaan sehat seseorang baik secara 

fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas 

dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. 

19. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan 

upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan 

lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di 

wilayah kerjanya. 

20. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan 

secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat 

inap, rawat jalan, dan gawat darurat. 

21. Tim Terpadu Geriatri adalah suatu tim Multidisiplin yang 

bekerja secara interdisiplin untuk menangani masalah 

kesehatan lanjut usia dengan prinsip tata kelola 

pelayanan terpadu dan paipurna dengan mendekatkan 

pelayanan kepada pasien lanjut usia. 

22. Upaya Kesehatan yang bersifat Promotif adalah kegiatan 

yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap 

dan perilaku masyarakat terkait kesehatan sehingga 

dapat mendorong perubahan perilaku yang positif dan 

meningkatkan derajat kesehatan individu maupun 

masyarakat. 

23. Upaya Kesehatan yang bersifat Preventif adalah suatu 

kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah 

kesehatan/penyakit. 

24. Upaya Kesehatan yang bersifat Kuratif adalah upaya 

pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan 

penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, 

pengendalian penyakit, atau pengendali kecacatan. 

25. Upaya Kesehatan yang bersifat Rehabilitatif adalah 

serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk 

mengembalikan seseorang yang mengalami gangguan 

kesehatan atau cedera ke kondisi yang optimal dan dapat 

berfungsi kembali dalam masyarakat. 

26. Pembinaan Lanjut Usia adalah upaya untuk  

meningkatkan  kesejahteraan dan kualitas hidup lanjut 

usia melalui berbagai kegiatan yang bertujuan untuk 
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memberikan pengetahuan, keterampilan dan dukungan 

kepada lanjut usia dan keluarga mereka. 

27. Aksesbilitas    adalah    kemudahan    untuk    

memperoleh    dan menggunakan sarana, prasarana dan 

fasilitas umum bagi Lanjut Usia untuk memperlancar 

mobilitas Lanjut Usia.  

28. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan 

organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan. 

29. Penghargaan  adalah  anugerah/imbalan  yang  diberikan  

oleh  Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, 

yang diberikan atas upaya yang sungguh sungguh yang 

dilakukan dalam pembinaan Lanjut Usia baik oleh 

instansi pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan 

maupun perorangan dalam suatu priode tertentu. 

30. Perluasan Kesempatan Kerja adalah upaya yang 

dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru 

dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang 

tersedia. 

31. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan 

pengembangan untuk memungkinkan seseorang Lanjut 

Usia mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar 

dalam kehidupan masyarakat. 

32. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk 

oleh masyarakat sesuai kebutuhan, mempunyai tugas 

membantu pemerintah dan merupakan mitra dalam 

memberdayakan masyarakat. 

33. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang 

Lalu Lintas, terminal, dan Perlengkapan Jalan yang 

meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas, 

alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat 

pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas 

pendukung. 
 

Bagian Kedua 

Asas 

                  Pasal 2 

Kesejahteraan Lanjut Usia berasaskan :  

a. keimanan; 

b. ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 

c. kekeluargaan; 

d. keseimbangan; dan 

e. keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan. 

 

Bagian Ketiga 

Maksud dan Tujuan 
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Pasal 3 

(1) Kesejahteraan Lanjut Usia dimaksudkan agar Lanjut Usia 

dapat diberdayakan dan berperan aktif dalam 

pembangunan dengan memperhatikan fungsi kearifan, 

pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia 

dan kondisi fisiknya serta terselenggaranya pemeliharaan 

kesejahteraan. 

(2) Kesejahteraan Lanjut Usia bertujuan untuk : 

a. memperpanjang usia harapan hidup; 

b. menjamin kesejahteraan dan kualitas hidup lanjut usia; 

c. pemenuhan hak lanjut usia; 

d. menguatkan keterlibatan keluarga dan masyarakat 

dalam pelayanan lanjut usia; 

e. meningkatkan peran serta pemerintah provinsi, 

keluarga, masyarakat dan dunia usaha dalam 

pelayanan lanjut usia; dan 

f. memberikan penguatan dan koordinasi kelembagaan 

terkait pelayanan lanjut usia. 
 

 

Pasal 4 

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia 

meliputi: 

a. hak, kewajiban dan tanggung jawab lanjut usia; 

b. upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia; 

c. fasilitasi perlindungan lanjut usia terlantar; 

d. kerjasama, sinergitas dan kemitraan; 

e. peran serta masyarakat dan dunia usaha; 

f. pembinaan dan pengawasan; dan 

g. pendanaan. 
 

BAB II 

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB 

 LANJUT USIA 

Bagian Kesatu 

Hak dan Kewajiban 

Pasal 5 

(1) Lanjut Usia mempunyai hak dan kewajiban yang sama 

dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara. 

(2) Hak Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah : 

a. memperoleh kehidupan yang layak; 

b. berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan; 

c. mendapat    perlindungan    dari    tindakan kekerasan    

dan diskriminasi; 
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d. memperoleh  pelayanan  kesehatan  dan  jaminan sosial  

sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial; dan 

e. memperoleh  bantuan  sosial  dan  peningkatan  

kesejahteraan sosial. 

(3) Lanjut Usia mempunyai kewajiban : 

a. membimbing dan memberi nasehat secara arif dan 

bijaksana berdasarkan pengetahuan dan 

pengalamannya, terutama di lingkungan keluarga dalam 

rangka menjaga martabat dan meningkatkan 

kesejahteraannya; 

b. mengamalkan ilmu pengetahuan, keahlian, ketrampilan, 

kemampuan dan pengalaman yang dimiliki kepada 

generasi muda; 

c. memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan 

kepada generasi penerus; dan  

d. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan 

kesehatan sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual dan 

sosial. 
 

Bagian Kedua 

Tanggung Jawab 

Pasal 6 

(1) Pemerintah Provinsi mempunyai tanggung jawab 

mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana 

yang kondusif serta memberikan dukungan sarana 

prasarana ramah Lanjut Usia untuk menunjang 

terlaksananya Penyelenggaraan kesejahteraan Lanjut 

Usia. 

(2) Masyarakat berkewajiban, bertanggungjawab dan 

berpartisipasi dalam mewujudkan Penyelenggaraan 

kesejahteraan Lanjut Usia. 

(3) Keluarga berkewajiban      dan      bertanggung      jawab      

dalam Penyelenggaraan kesejahteraan Lanjut Usia yang 

berada dalam lingkungan keluarga. 

 

BAB III 

UPAYA PENINGKATAN  

KESEJAHTERAAN LANJUT USIA 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 7 

(1) Gubernur menyelenggarakan upaya peningkatan 

kesejahteraan lanjut usia agar lanjut usia tetap berdaya 

dan terpeliharanya taraf kesejahteraan lanjut usia. 

(2) Upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia 

sebagaimana dimaksud ayat (1),meliputi : 
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a. pencegahan disfungsi sosial; 

b. pelindungan sosial; 

c. pemberdayaan sosial; 

d. pengembangan sosial; dan 

e. rehabilitasi sosial. 

 

Bagian Kedua 

Pencegahan Disfungsi Sosial 

Pasal 8 

(1) Pencegahan disfungsi sosial sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (2) huruf a, merupakan upaya untuk 

mencegah keterbatasan Lanjut Usia dalam menjalankan 

keberfungsian sosialnya. 

(2) Upaya pencegahan disfungsi sosial sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dilaksanakan melalui: 

a. upaya Kesehatan yang bersifat promotif, preventif, 

kuratif, dan rehabilitatif; 

 

b. penyediaan sarana dan prasarana serta kemudahan 

akses layanan kesehatan Lanjut Usia; 

c. pelayanan mental spiritual Lanjut Usia; 

d. penyediaan aksesibilitas pelayanan jasa transportasi 

bagi Lanjut Usia; 

e. pemberian dorongan kepada individu, keluarga, 

kelompok, komunitas, organisasi, dan masyarakat 

untuk memberikan pemahaman dan internalisasi 

penghormatan dan perlindungan hak Lanjut Usia; dan 

f. pemenuhan hak untuk partisipasi politik. 

 

Pasal 9 

(1) Upaya kesehatan yang bersifat Promotif, preventif, kuratif, 

dan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada kesehatan fisik dan 

mental. 

(2) Upaya kesehatan yang bersifat Promotif, preventif, kuratif, 

dan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan 

urusan pemerintahan bidang kesehatan. 
 

 

 

Pasal 10 

Penyediaan sarana dan prasarana serta kemudahan akses 

layanan kesehatan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk: 

a. Sarana dan prasarana Puskesmas dan Rumah Sakit 

dengan Tim Geriatri terpadu; 

b. peningkatan layanan kesehatan khusus Lanjut Usia pada 

fasilitas pelayanan kesehatan;  
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c. fasilitasi kemudahan akses layanan Kesehatan; dan 

d. Penyediaan sarana dan prasarana serta kemudahan akses 

layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan 

urusan pemerintahan bidang kesehatan. 

                                 

Pasal 11 

(1) Pelayanan mental spiritual Lanjut Usia sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, meliputi: 

a. bimbingan ibadah; 

b. pendidikan dan pelatihan; 

c. Penyediaan akses sarana prasarana pendukung 

peribadatan yang ramah lanjut usia; dan 

d. pengembangan untuk Lanjut Usia melalui sarana 

peribadatan, yang ada di griya/panti, pondok pesantren, 

atau lembaga keagamaan lainnya. 

(2) Pelayanan mental spiritual Lanjut Usia sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit kerja atau 

Perangkat Daerah yang membidangi mental spiritual. 

Pasal 12 

(1) Penyediaan aksesibilitas pelayanan jasa transportasi bagi 

Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 

(2) huruf d, melalui prasarana lalu lintas dan angkutan 

jalan ramah Lanjut Usia. 

(2) Penyediaan aksesibilitas pelayanan jasa transportasi bagi 

Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan 

urusan pemerintahan bidang perhubungan. 

 

Pasal 13 

(1) Pemberian dorongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

8 ayat (2) huruf e, dilakukan melalui pilar-pilar sosial 

dan lembaga pendidikan dalam bentuk penyuluhan, 

sosialisasi, dan edukasi. 

(2) Pemberian dorongan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), dilaksanakan oleh: 

a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan 

desa; 

b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak; 

c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang sosial; dan 

d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang pendidikan. 
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Pasal 14 

(1) Pemenuhan hak untuk partisipasi politik sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, dilakukan 

melalui: 

a. pelatihan wawasan kebangsaan; dan 

b. fasilitasi akses kemudahan Lanjut Usia dalam 

pelaksanaan pemilihan umum. 

(2) Pemenuhan hak untuk partisipasi politik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat 

Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan 

bidang kesatuan bangsa dan politik, secara proporsional 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang 

melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan 

bangsa dan politik serta berkoordinasi dengan 

penyelenggara pemilihan umum. 

Bagian Ketiga 

Pelindungan Sosial 

Pasal 15 

(1) Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

ayat (2) huruf b, merupakan upaya yang diarahkan untuk 

mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan 

kerentanan sosial bagi Lanjut Usia dalam menjalankan 

keberfungsian sosialnya. 

(2) Upaya pelindungan sosial sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dilaksanakan melalui: 

a. fasilitasi pemenuhan kebutuhan pokok; 

b. penyediaan griya/panti Lanjut Usia; 

c. fasilitasi layanan bantuan hukum; dan 

d. fasilitasi perlindungan jaminan sosial kesehatan. 

 

Pasal 16 

(1) Fasilitasi pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, dilakukan 

dalam bentuk bantuan sosial. 

(2) Pelaksanaan fasilitasi pemenuhan kebutuhan pokok 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh 

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang sosial. 

 

Pasal 17 

(1) Pelaksanaan penyediaan griya/panti Lanjut Usia 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, 

dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan 

urusan pemerintahan bidang sosial. 

(2) Dalam penyediaan griya/panti Lanjut Usia sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), termasuk pemenuhan kebutuhan 

pangan dan sandang. 
 

Pasal 18 

(1) Fasilitasi layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, dilakukan dalam bentuk 

pemberian bantuan dana kepada pemberi bantuan 

hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(2) Pelaksanaan fasilitasi layanan bantuan hukum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan untuk 

lanjut usia terlantar yang dilakukan oleh unit kerja pada 

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang hukum dan hak asasi manusia. 

 

Pasal 19 

(1) Fasilitasi perlindungan jaminan sosial kesehatan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, 

dilakukan dalam bentuk bantuan jaminan sosial 

kesehatan. 

(2) Pelaksanaan fasilitasi perlindungan jaminan sosial 

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan 

urusan pemerintahan bidang kesehatan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitasi 

perlindungan jaminan sosial kesehatan diatur dalam 

Peraturan Gubernur. 

 

Bagian Keempat 

Pemberdayaan Sosial 

Pasal 20 

(1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

7 ayat (2) huruf c, merupakan upaya yang diarahkan 

untuk menjadikan individu Lanjut Usia berdaya sehingga 

dapat berperan aktif secara wajar dalam hidup 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta mampu 

memenuhi kebutuhan dasarnya. 

(2) Pemberdayaan sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dilaksanakan melalui: 

a. pelibatan Lanjut Usia dalam penyelenggaraan 

pembangunan; 
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b. fasilitasi penyediaan akses pemberdayaan Lanjut Usia 

Potensial; dan 

c. peningkatan kapasitas keterampilan. 
 

 

Pasal 21 

(1) Pelibatan Lanjut Usia dalam penyelenggaraan 

pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 

ayat (2) huruf a, antara lain dilaksanakan melalui: 

a. pemberdayaan Lanjut Usia dalam penyelenggaraan 

pendidikan; 

b. pemberdayaan Lanjut Usia dalam penyelenggaraan seni 

dan budaya; dan 

c. pemberdayaan Lanjut Usia dalam berbagi pengetahuan 

dan pengalaman. 

(2) Pelibatan Lanjut Usia dalam penyelenggaraan 

pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilaksanakan oleh  Perangkat Daerah terkait. 

 

Pasal 22 

(1) Fasilitasi penyediaan akses pemberdayaan Lanjut Usia 

potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) 

huruf b, antara lain dilaksanakan dalam bentuk: 

a. fasilitasi akses kesempatan kerja; 

b. fasilitasi akses permodalan; dan 

c. pemberian akses terhadap stimulan modal, peralatan 

usaha, dan/atau tempat usaha. 

(2) Fasilitasi penyediaan akses pemberdayaan Lanjut Usia 

potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait sesuai 

dengan kebutuhan. 

 

Pasal 23 

(1) Peningkatan kapasitas keterampilan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, dilakukan 

melalui: 

a. pendidikan dan pelatihan keterampilan; 

b. workshop, seminar, dan bimbingan teknis; dan 

c. pendampingan kewirausahaan.  

(2) Peningkatan kapasitas keterampilan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat 

Daerah terkait. 
 

Bagian Kelima 

Pengembangan Sosial 

Pasal 24 

(1) Pengembangan Sosial sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (2) huruf d, merupakan upaya untuk 
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meningkatkan dan mengembangkan kemampuan atau 

daya guna individu Lanjut Usia yang sudah berfungsi 

dengan baik. 

(2) Upaya pengembangan sosial Lanjut Usia sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui: 

a. penyediaan fasilitas publik ramah Lanjut Usia; 

b. fasilitasi pembentukan komunitas Lanjut Usia 

dalam rangka membangun interaksi sosial Lanjut 

Usia; dan 

c. fasilitasi penyaluran kegiatan minat Lanjut Usia. 

(3) Penyediaan fasilitas publik ramah Lanjut Usia 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan 

oleh Perangkat Daerah terkait. 

(4) Fasilitasi pembentukan komunitas dan fasilitasi 

penyaluran kegiatan minat Lanjut Usia sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan 

oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 

pemerintahan bidang sosial. 

Pasal 25 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan upaya 

pengembangan sosial lanjut usia sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 24 ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur. 

 

Bagian Keenam 

Rehabilitasi Sosial 

Pasal 26 

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

ayat (2) huruf e, dilaksanakan melalui upaya pemulihan 

dan pengembangan Keberfungsian Sosial Lanjut Usia, 

dalam bentuk: 

a. motivasi dan assessment psikososial; 

b. perawatan dan pengasuhan; 

c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; 

d. bimbingan mental dan spiritual; 

e. bimbingan fisik; 

f. bimbingan sosial dan konseling psikososial; 

g. bantuan dan asistensi sosial; 

h. bimbingan resosialisasi; 

i. bimbingan lanjut; dan/atau 

j. rujukan. 

(2) Pelaksanaan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang 

melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial. 
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Pasal 27 

(1) Gubernur dapat mengangkat tenaga penyuluh dan/atau 

tenaga pekerja sosial untuk melaksanakan tugas di 

lapangan dalam upaya pencegahan disfungsi sosial, 

pelindungan sosial, pemberdayaan sosial, pengembangan 

sosial, dan rehabilitasi sosial Lanjut Usia. 

(2) Pengangkatan tenaga penyuluh dan/atau tenaga pekerja 

sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB IV 

FASILITASI PELINDUNGAN LANJUT USIA TELANTAR 

Pasal 28 

(1) Gubernur memfasilitasi pelindungan Lanjut Usia Telantar 

di Provinsi. 

(2) Fasilitasi pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), meliputi: 

a. pemenuhan kebutuhan pangan dan sandang; 

b. penempatan Lanjut Usia pada griya/panti; dan 

c. pendaftaran administrasi kependudukan. 

(3) Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama 

lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai 

kebutuhan, mempunyai tugas membantu pemerintah dan 

merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat. 

 

BAB V 

KERJA SAMA, SINERGITAS, DAN KEMITRAAN 

Bagian Kesatu 

Kerja Sama dan Sinergitas 

Pasal 29 

(1) Gubernur melakukan kerja sama dan sinergitas dalam 

rangka penyelenggaraan kesejahteraan Lanjut Usia. 

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilakukan dengan: 

a. daerah lain; 

b. pihak ketiga; dan/atau 

c. lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berupa antara lain: 



- 17 - 
 

 

 

a. penanganan Lanjut Usia Telantar; 

b. pemberdayaan dan pengembangan Lanjut Usia; dan 

c. pendidikan dan pelatihan penyuluh sosial dan tenaga 

pekerja sosial. 

(4) Sinergitas dilakukan dalam bentuk sinergi perencanaan 

dan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan Lanjut 

Usia dengan Pemerintah Pusat. 

 

Bagian Kedua 

Kemitraan 

Pasal 30 

Gubernur mengembangkan kemitraan antara: 

a. lembaga kesejahteraan sosial dengan lembaga pendidikan, 

lembaga keagamaan, dan dunia usaha; 

 

b. komunitas Lanjut Usia dengan lembaga pendidikan, 

lembaga keagamaan, dan dunia usaha; dan 

c. griya/panti dengan dunia usaha. 

 

BAB VI 

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA 

Pasal 31 

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam    

penyelenggaraan kesejahteraan Lanjut    Usia    melalui    

pelaksanaan pelayanan, pengembangan dan 

pengorganisasian masyarakat. 

(2) Peran serta  masyarakat  sebagaimana  dimaksud  pada  

ayat  (1) dapat dilakukan secara perseorangan, keluarga, 

kelompok,masyarakat, organisasi  sosial dan/atau 

organisasi kemasyarakatan. 

(3) Dunia usaha dapat berperan pada penyelenggaraan 

kesejahteraan Lanjut Usia dengan menyediakan dana, dan 

sumber daya lainnya dalam peningkatan kesejahteraan 

Lanjut Usia. 

(4) Masyarakat dan dunia  usaha  dapat secara aktif dalam 

menciptakan iklim usaha bagi Lanjut Usia potensial 

melalui kemitraan untuk meningkatkan kualitas usaha 

produksi, pemasaran, bimbingan dan pelatihan 

keterampilan di bidang usaha yang dimiliki. 
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BAB VII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  

Bagian Kesatu 

Pembinaan   

Pasal 32 

(1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan kepada 

Pemerintah Kabupaten/Kota dan lembaga kesejahteraan 

sosial yang membidangi lanjut usia. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dalam bentuk: 

a. bimbingan; 

b. penyuluhan; 

c. pendidikan dan pelatihan; dan/atau 

d. bentuk lainnya. 

(3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait. 

 

Bagian Kedua 

Pengawasan 

Pasal 33 

(1) Gubernur menyelenggarakan pengawasan kepada lembaga 

kesejahteraan sosial yang membidangi lanjut usia di 

provinsi. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 

bentuk monitoring dan evaluasi dan dilakukan oleh 

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan 

pemerintahan di bidang sosial. 

 

BAB VIII 

PENDANAAN 

Pasal 34 

Semua pembiayaan sebagai akibat dari diberlakukannya 

Peraturan Daerah ini dibebankan pada : 

a. APBD; dan 

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

 

 



- 19 - 
 

 

 

BAB IX 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 35 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : 

a. penyedian fasilitas sarana dan prasarana umum yang 

ramah Lanjut Usia dilakukan oleh masing-masing 

Perangkat Daerah secara bertahap sesuai dengan 

kemampuan keuangan Daerah; dan 

b. semua  kebijakan  daerah  yang  sudah  ada mengenai 

perlindungan dan kesejahteraan Lanjut Usia  sebelum  

Peraturan Daerah  ini  masih  tetap  berlaku  sepanjang  

tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. 

BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 36 

Peraturan gubernur sebagai pelaksanaan dari peraturan daerah 

ini ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun sejak peraturan 

daerah ini diundangkan. 
 

Pasal 37 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam 

Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 
 

 

Ditetapkan di Palembang 

Pada tanggal                           2025 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 
 

 

           dto 

 

H. HERMAN DERU 

 

Diundangkan di Palembang 

pada tanggal                       2025 

 SEKRETARIS DAERAH  

PROVINSI SUMATERA SELATAN, 

 

  dto 
 

  EDWARD CANDRA 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR  

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN : (6-270/2025) 

 

 





 
 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi 

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran 

Negara   Nomor 6865); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka 

Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 430); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

1060); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727); 

8. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Materi Dasar Pembinaan 

Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 487); 

9. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Nomor 15 seri E) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 

tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah 

Nomor 27 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 

2017 Nomor 14);  



 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

PROVINSI SUMATERA SELATAN 

dan 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN IDEOLOGI 

PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN. 
 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Batasan Pengertian, Definisi dan Singkatan 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Selatan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom 

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat 

daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan. 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur 

dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi 

Sumatera Selatan. 

7. Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa, 

pandangan hidup dan falsafah Negara Republik 

Indonesia yang termuat dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

8. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa 

Indonesia tentang diri dan lingkungannya 

mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta 

kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 



 
 

9. Pembinaan Ideologi Pancasila adalah segala kegiatan 

yang dilakukan secara terencana, sistematis, terpadu 

dan bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan 

dan menjaga nilai Pancasila agar dapat ditegakkan 

dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala 

bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. 

10. Advokasi adalah pembelaan atau bantuan terhadap 

setiap orang atau kelompok masyarakat yang 

mempunyai permasalahan. 

11. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, 

organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, 

organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang 

berbadan hukum. 

 

Bagian Kedua 

Maksud dan Tujuan 

Pasal 2 

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan 

pedoman bagi penyelenggara Pemerintahan Daerah 

dalam menyelenggarakan Pembinaan Ideologi Pancasila 

dan Wawasan Kebangsaan di Daerah. 

 

Pasal 3 

Pembinaan Ideologi Pancasila dan Penguatan Wawasan 

Kebangsaan bertujuan untuk: 

a. membentuk karakter bangsa yang menjadi landasan 

teraktualisasinya Pancasila dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 

b. mengoptimalkan pengembangan dan pelaksanaan nilai 

kebangsaan guna pemberdayaan dan kesadaran 

berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pada nilai 

Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

c. membentuk pemahaman dan menyebarluaskan nilai-

nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan; 

d. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah 

air; 

e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa 

Indonesia; 

f. mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat; 

dan 

g. mewujudkan sinergitas pembinaan Ideologi Pancasila 

dan Wawasan Kebangsaan antara Pemerintah Daerah 

dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan lembaga 

terkait lainnya. 



 
 

BAB II 

PRINSIP DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 4 

Prinsip penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila 

dan Wawasan Kebangsaan yaitu: 

a. demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif 

dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata 

nilai budaya dan kebhinneka tunggal ika-an bangsa; 

b. sebagai suatu proses pembudayaan dan 

pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat 

sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa 

kini dan masa yang akan datang; dan 

c. sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara 

pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan 

pendidikan informal. 

 

Pasal 5 

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini 

meliputi: 

a. penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan 

Wawasan Kebangsaan; 

b. materi muatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan 

Wawasan Kebangsaan; 

c. peran serta masyarakat; 

d. penghargaan; 

e. pembinaan dan pengawasan; 

f. pelaporan; 

g. kerja sama; dan 

h. pendanaan. 
 

BAB III 

PENYELENGGARAAN PEMBINAAN IDEOLOGI 

PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 6 

Pemerintahan Daerah berkewajiban menyelenggarakan 

Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. 

  

Pasal 7 

Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan 

Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 

kesatuan bangsa dan politik yang menjadi penanggung 

jawab kegiatan, dan dapat melibatkan Perangkat Daerah 

terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan 

berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. 



 
 

Pasal 8 

(1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan 

Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan 

Kebangsaan dapat melibatkan: 

a. Pemerintah Kabupaten/Kota; 

b. DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota; 

c. instansi/lembaga vertikal, khususnya yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang Pembinaan Ideologi Pancasila; 

d. akademisi; 

e. masyarakat; dan 

f. organisasi kemasyarakatan yang telah berbadan 

hukum. 

(2) Pelibatan pihak dalam penyelenggaraan Pembinaan 

Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Bagian Kedua 

Sasaran 

Pasal 9 

Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan 

Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ditujukan antara lain kepada: 

a. peserta didik; 

b. organisasi politik; 

c. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya; 

d. aparatur sipil negara; 

e. tokoh agama/masyarakat/adat;  

f. guru/pendidik; dan 

g. komponen masyarakat lainnya. 

 

Bagian Ketiga 

Pelaksanaan 

Pasal 10 

Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan 

dilaksanakan melalui: 

a. sosialisasi; 

b. pendidikan dan pelatihan; 

c. advokasi; 

d. peringatan hari besar nasional; dan  

e. pengembangan budaya dan kearifan lokal. 

 

 

 



 
 

Pasal 11 

Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf 

a dilaksanakan melalui: 

a. seminar dan lokakarya; 

b. diskusi/dialog; 

c. kegiatan kebudayaan; dan 

d. kegiatan lain yang mendukung Pembinaan Ideologi 

Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. 

 

Pasal 12 

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 huruf b dilaksanakan antara lain melalui: 

a. pelatihan/training of facilitator; 

b. pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka; 

c. kegiatan intrakurikuler; 

d. kegiatan kokurikuler; dan/atau 

e. kegiatan ekstrakurikuler. 

 

Pasal 13 

Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c 

dilaksanakan melalui non-litigasi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 14 

Peringatan hari besar nasional sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 10 huruf d meliputi : 

a. peringatan hari lahir Pancasila; 

b. peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia; 

c. peringatan hari kesaktian Pancasila; 

d. peringatan hari bela Negara; dan 

e. peringatan hari besar nasional lainnya yang berkaitan 

dengan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. 

 

Pasal 15 
 

Pengembangan budaya dan kearifan lokal sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 huruf e dilaksanakan antara 

lain melalui : 

a. pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah di 

Provinsi yang mengandung Nilai-Nilai Pancasila dan 

wawasan kebangsaan; dan 

b. pemanfaatan kearifan lokal sebagai media 

penyampaian nilai luhur Pancasila dan Wawasan Keb 

 

Pasal 16 

(1) Penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan 

wawasan kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi.  



 
 

(2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain 

melalui: 

a. media sosial; 

b. media massa; 

c. media penyiaran; dan/atau 

d. format digital dan non-digital. 

(3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana 

prasarana teknologi informasi komunikasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

 

Pasal 17 

(1) Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan 

Kebangsaan menggunakan pendekatan yang 

mengutamakan: 

a. partisipasi; 

b. kesetaraan; 

c. kebenaran; 

d. keterbukaan; 

e. kesesuaian; 

f.  kerja sama antar pihak; 

g. kreativitas; 

h. gotong-royong; 

i.  akademik; dan 

j.  kearifan lokal. 

(2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan 

Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan 

Kebangsaan. 

 

Pasal 18 

(1) Pemerintah Daerah menyusun pedoman pelaksanaan 

Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan 

Kebangsaan. 

(2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), antara lain: 

a. kurikulum; 

b. modul; 

c. kajian; 

d. penelitian; 

e. materi/konten digital;  

f. tata tertib; dan 

g. monitoring dan evaluasi. 

(3) Pedoman pelaksanaan disusun oleh tim perumus 

yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah. 

 

 



 
 

(4) Tim perumus sebagaimana yang dimaksud pada 

ayat (3) terdiri dari unsur: 

a. Pemerintah Daerah; 

b. DPRD; dan 

c. Akademisi. 

(5) Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam 

Peraturan Gubernur. 

 

BAB IV 

MATERI MUATAN PEMBINAAN IDEOLOGI  

PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN 

Pasal 19 

Materi muatan Pembinaan Ideologi Pancasila meliputi: 

a. sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila; 

b. pokok-pokok pikiran Pancasila; 

c. kedudukan Pancasila dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 

d. demokrasi Pancasila; 

e. sistem ekonomi Pancasila; dan 

f. Pembangunan nasional berdasarkan Pancasila. 

 

Pasal 20 

Materi muatan penyelenggaraan pembinaan wawasan 

kebangsaan meliputi: 

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

b. Bhineka Tunggal lka; 

c. Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

d. aktualisasi nilai-nilai kebangsaan; dan 

e. muatan lokal. 
  

BAB V 

PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 21 

(1) Peran serta masyarakat dalam Pembinaan Ideologi 

Pancasila dan Wawasan Kebangsaan antara lain: 

a. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan 

penggerak dalam mengimplementasikan Pembinaan 

Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; 

b. mendorong dan mendukung pelaksanaan 

Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan 

Kebangsaan; 

c. membantu menyukseskan penyelenggaraan 

Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan 

Kebangsaan; dan 



 
 

d. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang 

dimiliki untuk menyukseskan Pembinaan Ideologi 

Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. 

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dapat dilakukan dalam lingkungan sosial 

dan/atau dalam keluarga. 

 

BAB VI 

PENGHARGAAN 

Pasal 22 

(1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap 

pelaksanaan peran serta masyarakat dalam 

Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan 

Kebangsaan sebagai dasar dalam pemberian 

penghargaan. 

(2) Penilaian terhadap peran serta masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan 

kriteria: 

a. dukungan masyarakat; 

b. partisipasi masyarakat; dan 

c. kemampuan dan fasilitasi masyarakat. 

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dapat berupa: 

a. piagam; 

b. plakat; atau 

c. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan. 

(4) Ketentuan mengenai penilaian terhadap peran serta 

Masyarakat dan pemberian penghargaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih 

lanjut dalam Peraturan Gubernur. 

 

BAB VII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 23 

(1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan 

terhadap penyelenggaraan Pembinaan Ideologi 

Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Daerah. 

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh 

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. 

(3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan 

berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait. 

 



 
 

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dalam bentuk: 

a. capaian standar penyelenggaraan; 

b. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang- 

undangan; dan 

c. akuntabilitas pengelolaan pembiayaan. 

(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

dilakukan dengan prinsip objektif dan transparan. 

(6) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali 

dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

 

BAB VIII 

PELAPORAN 

Pasal 24 

(1) Gubernur melaporkan pelaksanaan Pembinaan 

Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di 

Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui 

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan setiap akhir tahun anggaran atau sewaktu-

waktu jika diperlukan. 

 

BAB IX 

KERJA SAMA 

Pasal 25 

(1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama 

penyelenggaraan Pembinaan Ideologi Pancasila dan 

Wawasan Kebangsaan di Daerah. 

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

antara lain dengan: 

a. instansi/lembaga vertikal/lembaga lainnya; 

b. pemerintah daerah lainnya; 

c. institusi pendidikan formal dan/atau non-formal; 

d. organisasi kemasyarakatan dan/atau keagamaan; 

e. organisasi kepemudaan dan olahraga; 

f. organisasi politik; dan/atau 

g. masyarakat. 

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan. 



 
 

BAB X 

PENDANAAN 

Pasal 26 

Pendanaan penyelenggaraan Pembinaan Ideologi 

Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bersumber dari: 

a. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau 

b. sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak 

mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 

 

BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 27 

Peraturan Daerah Ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan.  

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan 

dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 
 

 

Ditetapkan di Palembang  

pada tanggal                        2025 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

 

dto 
 

 

H. HERMAN DERU 

Diundangkan di Palembang  

pada tanggal                      2025 

SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI SUMATERA SELATAN, 

 

dto 

 
EDWARD CANDRA 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR  

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN : (7-291/2025) 

 

 

 

 

 



 
 

 

PENJELASAN ATAS 

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN 

NOMOR      TAHUN 2025 

TENTANG 

PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN 

 

 

A. UMUM 

Pancasila merupakan dasar negara tercantum dalam alinea keempat 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Republik 

Indonesia yang dibentuk sebagai wujud Kemerdekaan Kebangsaan 

Indonesia berdasarkan kepada ”Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan 

yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, 

serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia”. 

Pada penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan 

bahwa ketentuan yang diatur di akhir alinea keempat Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut menempatkan 

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis 

negara. Hal ini membawa implikasi setiap materi muatan peraturan 

perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai- nilai yang 

terkandung dalam Pancasila. 

Apabila dilakukan penelusuran secara sosiologis, penduduk Provinsi 

Sumatera Selatan pada dasarnya sangat majemuk jika ditinjau dari sisi 

agama, suku bangsa dan bahasa lokal. Atas dasar tersebut perlu 

dilahirkan sebuah regulasi sebagai upaya untuk menjaga agar masyarakat 

dijauhkan dari disintegrasi. Salah satu caranya ialah yakni mendorong 

masyarakat untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman berkehidupan 

masyarakat guna memperkuat prinsip dan nilai untuk hidup bersama. 

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban konstitusional untuk 

melindungi warganya dari nilai asing, dimana salah satunya dengan 

pendidikan Pancasila. Pancasila sangat diperlukan pada masa globalisasi 

ini sebagai filter untuk memilih budaya yang dapat diterima dan 

bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Selain itu Pancasila juga 

berperan sebagai alat untuk menjaga eksistensi kepribadian bangsa 

Indonesia itu sendiri. Pancasila juga berperan besar dalam menumbuhkan 

rasa nasionalisme masyarakat. Terbukti bahwa Pancasila tidak 

tergoyahkan sebagai dasar negara di Indonesia. 



 
 

Namun, hingga saat ini Pemerintah Daerah belum memiliki payung 

hukum terkait Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. 

Tentunya hal ini mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum dalam 

kehidupan masyarakat Sumatera Selatan. Padahal, salah satu kewajiban 

Pemerintah Daerah adalah untuk membumikan dan mengembalikan 

Pancasila ke akarnya. Oleh karena itu, perlu dibentuk Peraturan Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan 

Wawasan Kebangsaan. 

 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

 Cukup Jelas 

Pasal 2 

 Cukup Jelas 

Pasal 3 

Cukup Jelas  

Pasal 4 

 Cukup Jelas 

Pasal 5 

 Cukup Jelas 

Pasal 6 

 Cukup Jelas 

Pasal 7 

Cukup Jelas 

Pasal 8 

Ayat (1) 

Huruf a 

 Cukup Jelas 

Huruf b 

 Cukup Jelas 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “instansi/lembaga vertikal/lembaga 

lainnya” adalah kementerian dan/atau lembaga Pemerintah 

antara lain Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Tentara 

Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan 

Instansi/lembaga vertikal lainnya. 

Huruf d 

Cukup jelas 

Huruf e 

Cukup jelas 

Huruf f 

Cukup jelas 

 

 

 



 
 

Pasal 9 

 Huruf a 

Peserta didik adalah siswa/mahasiswa/peserta didik lain yang 

berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses 

pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis 

pendidikan tertentu. 

Huruf b 

  Cukup Jelas 

Huruf c 

  Cukup Jelas 

Huruf d 

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah 

profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah 

dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi 

pemerintah yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Huruf e 

 Cukup Jelas 

Huruf f 

 Cukup Jelas 

Huruf g 

Cukup Jelas 

Pasal 10 

 Huruf a 

Cukup Jelas 

Huruf b 

Cukup Jelas 

Huruf c 

Advokasi melalui non-litigasi dapat berupa konsultasi, 

negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. 

 Huruf d 

  Cukup Jelas 

 Huruf e 

  Cukup Jelas 

Pasal 11 

 Cukup Jelas 

Pasal 12 

 Cukup Jelas 

Pasal 13 

 Cukup Jelas 

Pasal 14 

 Cukup Jelas 

Pasal 15 

 Cukup Jelas 

Pasal 16 

 Cukup Jelas 

 



 
 

Pasal 17 

 Cukup Jelas 

Pasal 18 

 Cukup Jelas 

Pasal 19 

 Cukup Jelas 

Pasal 20 

 Cukup Jelas 

Pasal 21 

 Cukup Jelas 

Pasal 22 

 Cukup Jelas 

Pasal 23 

 Cukup Jelas 

Pasal 24 

Cukup Jelas 

Pasal 25 

 Cukup Jelas 

Pasal 26 

Cukup Jelas 

Pasal 27 

 Cukup Jelas 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2026; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang   Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 

Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6516); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6516); 
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana    

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi 

Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6865);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23  Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan   

atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005    

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012     

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang    

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 

18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6847); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai  

Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara    

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun     

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah  

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 754); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun  

2017 Nomor 1067); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 431); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2025 Nomor 727); 

20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN 

DAN 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN 

MEMUTUSKAN  : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN  ANGGARAN  2026. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan. 

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera 

Selatan. 

3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan. 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan. 

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan 

kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-

jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. 

7. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan 

sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah 

dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD. 

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 

adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai 

Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 

Instansi Pemerintah. 

Pasal 2 

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan 

Pembiayaan Daerah. 

Pasal 3 

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026  

direncanakan sebesar Rp9.639.432.188.404,00 (sembilan 

triliun enam ratus tiga puluh sembilan milyar empat ratus 
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tiga puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu empat 

ratus empat rupiah) yang bersumber dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah; 

b. Pendapatan Transfer; dan 

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. 

Pasal 4 

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud         

dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar                              

Rp5.132.383.462.643,00 (lima triliun seratus tiga puluh 

dua milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta empat ratus 

enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) 

yang terdiri atas: 

a. Pajak Daerah; 

b. Retribusi Daerah; 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan; 

dan 

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. 

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

a direncanakan sebesar Rp4.071.314.046.831,00 (empat 

triliun tujuh puluh satu milyar tiga ratus empat belas juta 

empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh satu 

rupiah); 

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b direncanakan sebesar Rp5.536.107.400,00 (lima 

milyar lima ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh ribu 

empat ratus rupiah); 

(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp402.588.135.087,00 (empat ratus 

dua milyar lima ratus delapan puluh delapan juta seratus 

tiga puluh lima ribu delapan puluh tujuh rupiah); 

(5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar     

Rp652.945.173.325,00 (enam ratus lima puluh dua milyar 

sembilan ratus empat puluh lima juta seratus tujuh puluh 

tiga ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah). 
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Pasal 5 

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

huruf b direncanakan sebesar Rp4.502.863.914.041,00 

(empat triliun lima ratus dua milyar delapan ratus enam 

puluh tiga juta sembilan ratus empat belas ribu empat puluh 

satu rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Transfer 

Pemerintah Pusat. 

Pasal 6 

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar           

Rp4.184.811.720,00 (empat milyar seratus delapan puluh 

empat juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus dua puluh 

rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Hibah. 

Pasal 7 

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026  

direncanakan sebesar Rp9.747.926.839.611,00 (sembilan 

triliun tujuh ratus empat puluh tujuh milyar sembilan ratus 

dua puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu 

enam ratus sebelas rupiah) yang terdiri atas : 

a. Belanja Operasi; 

b. Belanja Modal; 

c. Belanja Tidak terduga; dan 

d. Belanja Transfer. 

Pasal 8 

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar                            

Rp5.401.786.299.958,00 (lima triliun empat ratus satu 

milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta dua ratus 

sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratrus lima puluh 

delapan rupiah) yang terdiri atas : 

a. Belanja Pegawai; 

b. Belanja Barang dan Jasa; 

c. Belanja Subsidi 

d. Belanja Hibah. 

(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp3.152.486.058.025,00 

(tiga triliun seratus lima puluh dua milyar empat ratus 
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delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu dua 

puluh lima rupiah); 

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar                                      

Rp1.859.950.706.450,00 (satu triliun delapan ratus lima 

puluh sembilan milyar sembilan ratus lima puluh juta 

tujuh ratus enam juta empat ratus lima puluh rupiah); 

(4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c direncanakan sebesar Rp1.675.000.000,00 (satu 

milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah); 

(5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

d direncanakan sebesar Rp387.674.535.483,00 (tiga ratus 

delapan puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh 

empat juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah); 

Pasal 9 

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud        

dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar                                      

Rp1.047.360.855.785,00 (satu triliun empat puluh tujuh 

milyar tiga ratus enam puluh juta delapan ratus lima 

puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah) 

yang terdiri atas : 

a. Belanja Modal Tanah; 

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin; 

c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung; 

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan  dan Irigasi; 

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan 

f. Belanja Modal Aset Lainnya. 

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp3.590.000.000,00 (tiga 

milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah); 

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar    

Rp208.957.558.846,00 (dua ratus delapan milyar sembilan 

ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh delapan 

ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah); 

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar                 

Rp288.679.511.118,00 (dua ratus delapan puluh delapan 
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milyar enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus 

sebelas ribu seratus delapan belas rupiah); 

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana 

dimaksud  pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar               

Rp502.208.426.815,00 (lima ratus dua milyar dua ratus 

delapan juta empat ratus dua puluh enam ribu delapan 

ratus lima belas rupiah); 

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar                                

Rp39.624.483.100,00 (tiga puluh sembilan milyar enam 

ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh 

tiga ribu seratus rupiah). 

(7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.300.875.906,00 

(empat milyar tiga ratus juta delapan ratus tujuh puluh 

lima ribu sembilan ratus enam rupiah). 

 Pasal 10 

Anggaran Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar                                  

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 

Pasal 11 

(1) Anggaran Belanja transfer sebagaimana dimaksud                   

dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar                                        

Rp3.248.779.683.868,00 (tiga triliun dua ratus empat 

puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan 

juta enam ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus 

enam puluh delapan rupiah ), yang terdiri atas: 

a. Belanja Bagi Hasil; dan 

b. Belanja Bantuan Keuangan. 

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar Rp1.531.809.254.533,00 

(satu triliun lima ratus tiga puluh satu milyar delapan 

ratus sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu lima 

ratus tiga puluh tiga rupiah). 

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar                                    

Rp1.716.970.429.335,00 (satu triliun tujuh ratus enam 
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belas milyar sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus 

dua puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah)  

Pasal 12 

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026  

direncanakan sebesar Rp108.494.651.207,00 (seratus delapan 

milyar empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus 

lima puluh satu ribu dua ratus tujuh rupiah)  yang terdiri 

atas: 

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan 

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 

Pasal 13 

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar 

Rp108.494.651.207,00 (seratus delapan milyar empat ratus 

sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu 

dua ratus tujuh rupiah)  yang terdiri atas Sisa Lebih 

Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya. 

Pasal 14 

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 12 huruf b tidak dianggarkan. 

 

Pasal 15 

(1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan 

Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit 

sebesar Rp108.494.651.207,00 (seratus delapan milyar 

empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima 

puluh satu ribu dua ratus tujuh rupiah); 

(2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih penerimaan 

pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan 

direncanakan sebesar Rp108.494.651.207,00 (seratus 

delapan miliar empat ratus sembilan puluh empat juta 

enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh rupiah); 

Pasal 16 

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, 

Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang 

belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran 

melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 
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ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan Tahun Anggaran 2026, dengan cara terlebih 

dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disampaikan dalam 

Laporan Realisasi Anggaran; 

(2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial 

dan/atau Kejadian  Luar Biasa; 

b. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan; 

dan/atau; 

c. Kerusakan Sarana/Prasarana yang dapat mengganggu 

kegiatan pelayanan publik. 

(3) Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar 

masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam 

satu tahun anggaran berjalan; 

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang 

bersifat wajib antara lain pembayaran hutang pekerjaan 

yang telah selesai dilaksanakan dan/atau pembayaran 

lainnya yang sudah jatuh tempo; 

 

c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali 

Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi 

sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-

undangan; dan/atau 

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan 

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi 

Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. 

Pasal 17 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini terdiri dari: 

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi 
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menurut Kelompok dan Jenis 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
 

2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi 

menurut Urusan Pemerintahan Daerah 

dan Organisasi; 
 

3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 

Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja 

dan Pembiayaan; 
 

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Program Kegiatan Beserta Hasil dan 

Sub Kegiatan Beserta Keluaran; 

 

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk 

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan 

Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam 

Kerangka Pengelolaan Keuangan 

Negara; 

6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk 

Pemenuhan SPM; 
 

7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD 

dengan Rancangan APBD; 
 

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan 

Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS 

dengan Rancangan APBD; 
 

9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas 

Nasional dengan Program Prioritas 

Daerah; 

 

10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan 

dan Per Jabatan; 
 

11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah; 
 

12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan 

Investasi Daerah Lainnya; 
 

13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan 

Pengurangan Aset tetap daerah dan 

Aset Lain-Lain; 
 

14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak 

(Multy Years); 



 - 14 - 

 

15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan 
 

16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah. 

                        

 

                     Pasal 18 

Gubernur Sumatera Selatan menetapkan Peraturan Gubernur 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. 

Pasal 19 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah. 

 

Ditetapkan di Palembang 

Pada tanggal                     2025 

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

 

              dto 

 

                                                                               H. HERMAN DERU 

Diundangkan di Palembang 

Pada tanggal                2025 

       SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI SUMATERA SELATAN, 

  dto 

 

  EDWARD CANDRA 

 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 8 

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN ( 8-301/2025) 

 

 

Paraf Hierarki 


